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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
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NOMOR : 17lKpts/KPU-Kab-012329367 12015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA ; ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SERTA PEMBENTUKANI DAN TATA KERJA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAI\I

KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/I(omisi Independen Pemilihan Aceh

dan Komisi Pemilihan Umum/I(omisi Independen Pemilihan

Kabupaten/I(ota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4 dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bryati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal$ud dd+rff*
dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman TcLir Itlt
Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blor4 Panitia Bcifr9
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suarq Kelompok P"nyd;
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bup*;lh
Tahun 2015;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan lffi
Jawa Tengah; .1

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentrkan De.t
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (D*
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poli*
sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Taht
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201I Nomor t,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tatrun 2008 tentang Keterbtrkaat

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatlrn 200t

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 201I

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatr

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R€pr5* ffi
Nomor 4578); r r.i. .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tfrl
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 ffi
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala [M {1r
Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Fa3nwrc

Pemilihan umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pdfilm
Umum Nomor 13 Tahun 2|l2,Nomor I I Tatrun 2}ll,Nomor I T*m
20l2tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; :i,!*

I l. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 200s tq
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Uun
Provinsi dan Komisi Pernilihan umum Kabupaten Blora, sebagairr
telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Um
Nomor 01 Tatrun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tatrun 200g tentry
susunan organisasi sekretariat Jenderal Komisi pemilihan umun,
Sekretariat Komisi Pemilihan umum provinsi dan sekretariat Komii
Pemilihan umum Kabupaten/tr(ota sebagaimana diubatr dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 200g;

13. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tatrun 2015 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubemur dan wakil
Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan wakil
Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tatrun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi pemilihan Umum

Provinsi/I(omisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan

umum/Komisi Independen pemilihan KabupatenA(ota pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dalam

Penyelenggar&m Pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

1. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupate,n Blora Nomor :

1.6/Kpts/KPU-Kab012329967 /201s tentang penetapan Tahapan

Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil
Bupati Blora Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Blora Nomor :

\-
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

15/Kpts/KPU-Kab-012329367 /2015 tentang Penetgm ltui, *E
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil BW$i Blom

Tahun 2015; ,, 
. 
*,':,tl

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blorr*g3rt
lS April 2015. .'! ,\

MEMUTUSKAN ! rt", .

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BI#IA
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KODESI

PEMILIIIAN UMUM KABUPATEN BLORA SENTA

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAII

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DTAI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAII

WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OI5;

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umue

Kabupaten Blora serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
padatanggal

Blora
l8 April2015

KETUA KOMISI PEMILMAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ted,

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
UPATEN BLORA

Bagian

,)r -*
DIN
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LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : l7lKpts/I(PU-Kab-01232%67f&$
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABI.JPATEN
BLORA SERTA PEMBENTLIKAN DAN Ntr[A
KERIA PANITIA PEMILIHAN KECAT{ATAI{,
PANITIA PEMI.INGUTAN SUARA, DAI{
KELOMPOK PENYELENGGAIL\
PEMI.INGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OI'

BAB I
PENDAHULUAN

.':'o.

A. PETIDAHI]LUAN 
.f:._

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KRf)

Kabupaten yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Disamping itq tlalam pelaksanaan seilu1l

tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, KPU Kabupaten juga dibantu oleh Badan Ad

Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPCI, Panitia Pemungutan Suara (PPS) daq

Kelompok Penyelenggara Pemungutasn Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora, KPU Kabupaten dan Badan Ad Hoc lainya harus mengetahui dengan benar

apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan

dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora yang bersifat

Ad Hoc harus berasal dari orang-orang yang Kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil. Oleh karena itu

KPU Kabupaten perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten yang memuat tugas, wewenang dan

kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutan badan penyelenggara Ad Hoc.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora bisa mengetahui dan

menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik.

2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten dalam melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpatisipasi dalam rekrufinen Badan Ad Hoc

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalarn memberi masukan dan saran kepada KPU Kabupaten

dalam melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora.

ir
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B. PENGERTIAII *, ..I,

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disff ltl
berulang-ulang. Oleh karena itu" untuk mempermudah pematramannyq maka at<an dilq}r
dalam pengertian istilah sebagai berikut r , .

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, selanjutnya disebut pemililrilI
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dr ffi}|
Bupati Blora Tahun 2015 secara langsung dan demokratis. s* "

2. Komisi Pemilihan LJmum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelq;!
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksd h
undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang fis
penyelenggaftum Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalarn Undang-Und;3

Pemilihan. . .,,

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blor4 selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adC*
lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undlg

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oh
KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Keluratran.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar4 selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok

yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggarann Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengatr, selanjutnya disebut Bawaslu

Provinsi.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah Kabupaten Blora.

I l. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia

yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaruan

Pemilihan di wilayah Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk

oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggafitanPernilihan di Desa atau Kelgratran.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang telah

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;

rl r

\-

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



\-

14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau rde&/pen&

kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemuta&&im

DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.

16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilft hasil pemutaH*mn

DPS.

17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakaanya

\:pemungutan suara untuk Pemilihan.

18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN:

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada primi>

prinsip yaitu

1. mandiri;

2. jujur;

3. adil;

4. kepastian hukum;

5. tertib;

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

1 1. efisiensi;

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

D. DASAR HT]IruM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah @erita Negara Republft Indonesia Tahun 1950

Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telatr diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5189)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara Pemilihan Um.{;;|;t
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor l0l, Tambatran Lembaran Negrrf1|}
Indonesia Nomor 5246); l

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaro ilCp
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republft Indonesia Nm ffi)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaraefu
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679);rt*rr

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintatr P€AtIi
Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wfr
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta]run 2015 Nomc !!.
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah d|||
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tfu
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5678); !.,_,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembru
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repfr
Indonesia Nomor 4578); .:i

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubatran atas Peratu!
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tatrun 2007 tentarrg Pedoman Pengelolaan Belanja Pemiliht
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun z}lz,Nomor 1l Tahrm 20II
Nomor 1 Tahun 2012Efiang Kode Etik Penyelenggara pemilihan umum;

ll.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blor4 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 0l
Tahun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan lJmum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22Tahw2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, program dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/I(ota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggarzran Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan{atauWalikota dan Wakil Walikota;

I
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BAB TI

TATA KERJA PENYELENGGARA

DALAM PE}TYELENGGARAAN PEMILIHAN

I|E
I

A. KPU KABUPATEN

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan melipC:

l. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan dengan berfu
pada peraturan KPU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berltf

2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemftr

3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada I(PU Provinsi, q-ilr
diperlukan;

4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dqm
berpedoman pada Keputusan ini;

5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggarn

Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU

dan/atau KPU Provinsi;

6. menerima salinan rekapitulasi DPS, melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dai

PPK, menetapkan DPS, dan menetapkan DPT;

7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;

8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggarazrn Pemilihan kepada PPK, PPS, dan

KPPS;

9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungfawaban dan laporan hasil Pemilihan dad PPK,

PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;

10. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan unrsan

pemerintahan dalam negeri melalui Gubemur Jawa Tengah dan KPU melalui KPU Provinsi;

11. menyampaikan laporan pertanggunglawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa

Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelengga&um Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintatran dalam negeri melalui

Gubernur Jawa Tengah, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu

Provinsi Jawa Tengah;

14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi

dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

\-
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15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, l&tfl1,
Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tintthfl
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi: '.,#.'rl*

a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar ry
Sementara, dan Daftff Pemilih Tetap; :,;'ltfr

b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yary *
ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;

e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutaktriran data pemilih;

f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadfui oleh saksi pe$
Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

h. mengumumkan hasil rekapitulasi;

i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan; #'i

j. membuat berita acarra rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungn

suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamataq

KPU Kabupaten;

k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas

Kecamatan;

l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tatrapan penyelenggara{m Pemilihan di

wilayah kerjanya;

m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas

dan wewenang PPK kepada masyarakat;

o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan

undangan, dan/ atau oleh KPU Kabupaten.

2. Tugas Ketua PPK, meliputi:

a. memimpin kegiatan PPK;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. mengawasi kegiatan PPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara seoara berkala, dengan

manual, danl atau elektronik;

\-
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f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suan tq;f|t
palingkurang2(dua)oranganggotaPPK,sertadapatditandatanganiolehsaksiyanffi

surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. menyerahkan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapituld |il
penghitungan suara di PPK kepada I (satu) orang saksi Pasangan Calon;

h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelealm
pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditenttrkan oleh KPU Kabupaten. il ,;rQle

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salatr seorang anggfitt3'
atas dasar kesepakatan antar anggota

3. Tugas anggota PPK, meliputi: :^r,a

a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PPS ;
l. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilft, Dafu
Pemilih Sementar4 daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; \

b. membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;

c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;

e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;

f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;

g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

h. melaporkan ftlma anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban

TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;

i. mengumumkan daftar Pemilih;

j. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;

k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaftan DPS;

l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaftum Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau

sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;

o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayatr kerjanya;

p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah

kotak suara disegel;

\,
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q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang'f'il)
terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan memtr*t
suara yang sudah disegel oleh KPPS; t, ' , , r.-'

r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL; j'+ " r*.i

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pe,mh Ci

wilayah kerjanya;

t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaxaan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengrfl
dan wewenang PPS kepada masyarakat;

u. membantuPPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitmgan s*t
v. melaksanakan tugas, wewenanB, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perutrhr

undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK. ir,$,

2. Tugas Ketua PPS, meliputi:

a. memimpin kegiatan PPS; ''i"r

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. mengawasi kegiatan KPPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksann

tugas; :i1.

e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkl

Desa/Kelurahan; dan

g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggzlraan

Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPS berhalffigffi, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salatr seorang anggota PPS

atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas anggota PPS, meliPuti:

a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai batran pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. KPPS

l. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:

a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan srnra di TPS;

d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL' peserta

Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
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f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak swra setelah penghitungan stlt'l {f
kotak suara disegel; .*Ilhr

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat *
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan" ;lL -
PPK melalui PPS;

h. menyeratrkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil pengh;;t
suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan psn*
undangan, KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.

2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggar:mn pemungutan suara dan penghitungan n
adalah:

a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KI
dan petugas ketertiban TPS;

b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT; .xu

d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di 'ngll

desa/keluratran atau sebutan lainnya;

e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atar

ketua tim kampanye Pasangan Calon.

3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

a. memimpin kegiatan KPPS;

b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

e. menandatangani berita acarabersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota IOPS;

f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan

g. mengakhiri kegiatan pemungutan suaratepat wakru.

4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama pding

kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat

mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;

c. memberikan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara

dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS padahari yang sama dengan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;

5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui tilf,8;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua I(PPS;

7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III
PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

I

\,

l. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negar4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo*
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah tr
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Poll3
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

g. mrlmpu secarajasmani dan rohani;

h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (ima) tahun

atau lebih;

j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;

k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan I(PPS.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bag, KPPS tidak dipenuhi di

wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desaftelurattan

terdekat.

3. Dalam hal persyaratan pendidikan pahng rendatr sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi

KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh omng yang mempunyai kemampuan dan kecakapan

dalam membaca, menulis dan berhitung dibrfttikan dengan surat pernyataan.

4. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh

pej abat yang berwenang;

c. Surat pendaftaran bermaterai cukup

d. surat pernyataan yang bersangkutan:

l) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



v

\-

Indonesia Tahun 1945, dancita-citaProklamasi 17 Agustus 1945; 'rr{0*r:
Z) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tfu;.""r
3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah @th

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengnlid$
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

4) surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU I{*lff
atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan ry
atau Pemilihan;

5) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. .{-lf"
bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Laq*rm

Keputusan ini. oe;&

e. Surat Keterangafi Kesehatan dari Puskesmas setempat atatRumah Sakit;

5. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehXu,

KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

(

BAB TV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

I

A. KEDTIDfJKAN, SUSUNAN DAN KEANGGGOTAAN A

1. Untuk menyelenggarakanPemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.

2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.

3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

4. AnggotaPPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga

puluh persen).

6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretaiat yang dipimpin oleh Sekretaris dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

7. Sekretaris dibantu 2(dua) orang stafSekretariat.

8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:

a). I (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b).4 (empat) orang anggota.

9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1 Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan

suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

l
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3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan EGtiFd:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK; . :

b. menerima pendaftaran calon PPK;

c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

d. melakukan seleksi tertulis calon anggotaPPK;

e. melakukan wawancara calon anggota PPK;

f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK. r 
q t4. ,

4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudatr dijangkau atau daksesilS
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK.

7. Pendaftaran calon anggota PPK dilalcukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendh
sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:

a. I (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan

b. I (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.

8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPL f
(satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.

9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administasi kelengkapan persyaratan cdn
anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.

10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administasi, mengikuti seleksi tertulis.

11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sej*
pengumuman hasil penelitian administrasi.

12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten.

13. Materi seleksi tertulis, meliputi:

a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK,

penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara,

penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

b. pengetahuan kewilayahan.

14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.

15. KPU Kabupaten menetapkan pding banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus

seleksi tertulis.

16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi terhrlis, di tempat yang mudah diakses.

17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

18. Materi seleksi wawancara meliputi:

a. rekam jejak calon anggota PPK;

b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK,

penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara,

penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan srura;

c. klarif,rkasi tanggapan masyarakat.

19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK bertlasarkan hasil seleksi
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wawancara.

20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilfh;ll
seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK. f: , I#,1

2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan penlthl
saran dalam rapat PPK.

3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab fr|
semua hasil rapat PPK. it*ery

4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPf,,p
dibuktikan dengan daftar hadir. t $f

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggotO ltf,.
yang hadir ilrya

6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasdm

suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDI]DUKAN, SUSUNAN DAII I(EANG'GOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.

2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.

3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan walctu pelaksanaan tugasnya.

4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

6. Susunan keanggotaan PPS terdiri aas:

a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTT]KAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan

suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

3 KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan

permusyaw ar atan desa/lurah atau sebutan lain.
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4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.

5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU sejunlfi 3,fi
rangkap yang terdiri dari:

a. I (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten; 1 ' , . .r'

b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi s)il, f?U
Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/k*a
atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

7. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desalkelurahan dalam mengajukan usule '*
anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa ataukql
taruna.

8. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat mengryh
anggota PPS. '*.vr

9. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau ler*ryt
profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAIT

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.

2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dn
saran dalam rapat PPS.

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen alan bertanggung jawab terhailry

semua hasil rapat PPK.

4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) oftu1g anggota PPS yang

dibuktikan dengan daftff hadir.

5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) omng anggota

yang hadir.

BAB VI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTATI SUARA

A. KEDTIDUKAN, SUSI]NAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.

2. Anggota KPPS be{umlah 7 (tujuh) omng yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS

yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota KPPS, terdiri dari:

a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 6 (enam) orang anggota.

4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
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B. PEMBENTUKAII KPPS

L KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.

2. pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun,QP
(RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan. )'" ,

3. pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupatr i

,l . | {&ir:ti

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

l. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh silI
Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. ' .il*r'

2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.

3. Staf SekretariatPPK adalahbantuan dan fasilitas pemerintah daerah.

4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:

a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berpihak;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.

5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:

a. surat pemyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

1) tidak pemah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

2) independen dan tidak berpihak;

3) sehat jasmani dan rohani.

b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalarn

mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.

7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) ruIma calon sekretaris PPK dan 4 (empat)

calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan I (satu) nama

sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.

8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:

a. 1 (satu) oftIng staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan

b. I (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usah4 keuangan dan logistik Pemilihan.

10. Masa tugas Sekretmiat PPK sama dengan masa tugas PPK.

I l. Tugas sekretaris PPK, meliputi:

a. membantu pelaksanaan tugas PPK;

I
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b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; I *,

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK. \*.*:

12. Dalarnmelaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketdf,*
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaftuu mempunyai tugas menyiadu't*

penyelenggaraan Pemilihan.

14. Staf Sekretariat urusan tata usatr4 keuangan, dan logistik pemilftan mempunln&ryr

menyiapkan segala urusan tata usah4 pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungiflfu

keuangan, dan menyimpan bukti kas pernbiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPI! dan menyiSa
perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

15. Dalam melaksanakan hrgas, staf Selmetariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seql
sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan. i.

2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Luratr untuk menugaskan pegawainya seb$
anggota Sekretariat.

4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi: 'r!

a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berpihak;

c. sehat jasmani dan rohani.

5. Kelengkapan persyaratan, dibuktftan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang

bersangkutan:

a. titlak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

b. independen dan tidak berpihak;

c. sehat jasmani dan rohani.

6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.

7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:

a. I (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan

b. I (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pernilihan.

8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:

a. membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua

?PS.

v

\z

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



ll.Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas mcryiaptn l$t
penye lengg araan Pemilihan.

12. Staf Sekretariat urusan tata usah4 keuangan, dan logistik Pemilihan mernprryi ;r
menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggu{hh
keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilftan untuk kegiatan IlS, *t
menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

I 3. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PE8.

BAB \TI[I

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAI\

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMT]hIGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKIIIRAN DATA PEMILII{ :

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutaklf,n

data Pemilih.

2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga GD 15
Rukun Warga (RUD, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.

3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan I(RI
Kabupaten.

4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:

a. I (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlatr Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus)

orang; dan

b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat

ratus) orang.

5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:

a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;

b. menerimadataPemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;

c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;

d. melakukan pencocokan dan penelitian tlata Pemilih;

e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumatr

Pemilih; dan

g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMTJNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan

keamanan di lokasi TPS.

2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
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3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.

4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.

5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban,$fr1
TPS di seluruh wilayah Kabupaten kepada Bupati. .,a!*r.ff

6. I(PU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS. .\r.

7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGGANTIAI\ ANGGOTA PPK PPS, DAN KPPS

A. AI\IGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; i:d

c. berhalangan tetap lainnya; atau

d. diberhentikan sementara. .,q,

2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasm

yang sah;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telatr memeroleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 Qima)

tahun atau lebih;

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telatr memeroleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali

berturut-turuttanpa alasan yang jelas; atau

g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengarrrbil

keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh tr(PU Kabupaten.

4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan

anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang

memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tatrapan meliputi:

a. menerima laporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan klarifikasi;

t
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d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat: :- .

a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengl; 
-

kejelasan pemaham laporan; .1, , .

b. memanggil para pihak;

c. meminta bukti-bukti pendukungi da1

d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Jawa Tengah atau Panwaslu Keffl
sesuai dengan tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengdil
keputusan.

B. AI\GGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kf,lf
desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan untuk mengajukan usulan calon ang[ilr

PPS baru.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketatrui keberadaannya atau titl*
mampu melaksanakan fugas secara permanen.

3. Kepala desa/luratr dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan cah
anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atan

karang taruna.

4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk

anggota PPS.

5. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga

profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. ANGGOTA KPPS

l. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota

KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal duniq tidak diketahui keberadaannya atau tidak

mampu melaksanakan fugas secara pennanen.

3. Penggantian memerhatikan sumber dayamanusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)

yang bersangkutan.

4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

L
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BAB X

PENUTUP

Demikian KePutusan ini dibuat sebagai kerangka aculul dan pedoman bagi KPU Kabupaten, Br' f

dalam menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan perekrutan dan

PPK, PPS, dan I(PPS.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 18 APril2015

KETUA KOMISI PEMILIHA}{ UII,{'IM

KABUPATEN BLORA

trd

salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
BLORA

Bagian Hukum

*

ARIFIN
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LAMPIRAN:II

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN I.IMI,'U
KABUPATEN BLORA

NOMOR: 1 7/ Kpts/KPU-Kab-O 12329367 I 2Ol5
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KER,JA ''

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PEI,IYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DAI,AM
PEI.{YELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
DAI,AM PEI'{YELENGGARAAN PEMIUHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN
2015

PORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PEI{YELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DANBLORA

TAHUN 2015

sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS1. Surat Pendaftaran

Kabupaten Blora.

2. Surat Pernyataan.
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SURAT
PEITDAPTARAIT

SEBAGN CALOil ANGGOTA PPK/PPS/ XFPS KABI'PATEN BLORA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tgl.LahirlUsia

Pekerjaan/Jabatan

Alamat

/......tahun

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan

Pengumuman Seleksi Ca-lon Anggota PPK/ PPS / KPPS Kabupaten Blora Nomor

34lKPU.Kab-0L2329367 ll\r/2015 tangga.l 19 April 2015.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi pasal 53 Undang-undarrg No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

PemilihanUmum.

2015

PENDAFTAR,

Materai

Keterargan : *) Coret yang tidak diperlukan.

(
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SURATPERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tgl.Iahir/ Usia

Peke{aan/Jabatan

Alamat

/.........tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

l. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Blora Setia kepada
Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun l94S dan
Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. Tidak pemah menjadi anggota partai politik. Jika di kemudian hari
terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi
hukum;

3. Tidat< pernah dipidana penjara berdasarkarr putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana peqjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di
kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala
konsekuensi hukum;

4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KpU Kabupaten
Blora atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKpp) apabila pemah
menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau pemilihan.

5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota ppK, ppS dan
KPPS.

6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan
berhitung.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/ppS/KppS
Kabupaten Blora.

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 18 April 2015

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
KAI}UPATEN BLORA,

ARIFIN

Yang membuat pernyataan,

Materai
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